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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan latar
belakang adanya praktik jual beli barang yang menggunakan akad
wakalah dalam akad murabahah dimana tidak diakhiri dengan
pelaksanaan murabahah. Permasalahan ini terjadi karena tindakan nasabah
yang hanya menyerahkan bukti (nota/kwitansi) pembelian barang tersebut
sebagai kelengkapan administrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang
ada yaitu: 1. Bagaimana penerapan akad wakalah dalam akad murabahah
di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram?, 2. Apa faktor
pendorong penerapan akad wakalah dalam akad murabahah di KSPPS
BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dalam hukum ekonomi
syariah?, 3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap
penerapan akad wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram?. Dalam menjawab rumusan
masalah tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan
pendekatan normatif-empiris yang dimana pengumupulan data dilakukan
dengan observasi nonpartisipatif, wawancara terstruktur dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan pembiayaan akad
wakalah dalam akad murabahah dilakukan dua cara yaitu pembiayaan
akad wakalah dalam akad murabahah dan pembiayaan akad murabahah
tidak disertai akad wakalah. Faktor pendorong penerapan tersebut karena
adanya permintaan dari nasabah dan kebutuhan nasabah untuk
mendapatkan pembiayaan. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah
penerapan akad wakalah dalam akad murabahah belum sesuai dengan
rukun dan syarat akad wakalah maupun akad murabahah.

Kata Kunci: Akad Wakalah, Akad Murabahah
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Koperasi Syariah yang sering disebut dengan Baitul Maal Wa
At-Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua
istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih
mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang
nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun Baitul Tamwil
sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.' Hal yang
membedakan antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional
yaitu terletak pada akad-akad yang digunakan bahwa koperasi syariah
mengharamkan bunga, tidak mengandung gharar dan maisyir serta
dalam menjalankan usahanya selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip

syariah. Dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah: 2:°
01305015 @Y e 1935laT W5 (5587015 W1 e 15350005
Artinya:  “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran”.
Dalam koperasi syariah terdapat berbagai macam produk
pembiayaan salah satunya yaitu murabahah. Murabahah adalah salah
satu bentuk akad jual beli yang dimana kedua belah pihak sudah

mengetahui harga asal suatu barang dengan tambahan keuntungan

(margin) yang telah disepakati.’ Kedua belah pihak ini yang dimana

! Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis
dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 363.

2 Q.S. Al-Maidah [5]: 2.

> Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2001), him. 101.



koperasi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dalam
praktiknya pihak koperasi dapat memberikan kuasa kepada nasabah
untuk membeli barang yang diperlukannya dan pembelian barang ini
harus sepenuhnya terlebih dahulu secara prinsip milik koperasi
sebagaimana pengaturannya yang mengikuti dalam Bank Syariah pada
poin 9 dijelaskan bahwa “Jika bank hendak mewakilkan kepada
nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli
murabahah harus dilakukan setelah barang yang di beli oleh nasabah
secara prinsip menjadi milik bank”. Ditemukan juga dalam Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 119 dijelaskan bahwa:
“Pihak penjual dalam hal ini koperasi yang hendak mewakilkan
kepada pembeli dalam hal ini nasabah untuk membeli barang dari
pihak ketiga, akad jual-beli murabahah ini baru bisa dilakukan setelah
produk yang dibeli oleh nasabah menjadi milik koperasi”.*

Dari  observasi awal yang peneliti lakukan dengan
mewawancarai Bapak Husnul Fahmi sebagai ketua koperasi beliau
menjelaskan konsep operasional Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
Gumarang Akbar Syariah adalah sebagai koperasi yang bergerak dalam
bidang simpan pinjam dan praktik akad murabahah pada koperasi ini
adalah pihak koperasi menanyakan kepada nasabah berupa produk
yang ingin dibeli agar sesuai dengan keinginannya dan selanjutnya
pihak koperasi mewakalahkan untuk membeli produk tersebut dan
memberikan dana sesuai dengan harga produk yang ingin di beli dan
hasil pembelian produk tersebut diserahkan kepada koperasi berupa

nota atau bukti pembelian. Selain itu juga pihak koperasi tidak

* Wahyu Widiana, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), him. 41.



mewakalahkannya karena atas keinginan nasabahnya sendiri, artinya
barang keinginan nasabah tadi langsung diambil di koperasi. Sehingga
dalam koperasi ini terdapat dua akad yang digunakan yang pertama
akad pokoknya yaitu akad murabahah dan akad pendampinya yaitu
akad wakalah.’

Dari penjelasan di atas, peneliti menemukan adanya
kesenjangan antara teori yang ada dengan praktik jual beli barang
berupa kendaraan sepadamotor yang dimana dalam Fatwa DSN-MUI
No. 04/DSN-MUIIV/2000 tentang Murabahah pada poin 9 dan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 199 menyatakan bahwa
“Pihak penjual dalam hal ini koperasi yang hendak mewakilkan
kepada pembeli dalam hal ini nasabah untuk membeli barang dari
pihak ketiga, akad jual-beli murabahah ini baru bisa dilakukan setelah
barang yang di beli oleh nasabah menjadi milik koperasi”. Namun
praktik jual-beli barang tersebut yang menggunakan akad wakalah
dalam akad murabahah tidak diakhiri dengan pelaksanaan akad
murabahah, karena hal ini dapat dipahami dari tindakan nasabah yang
hanya menyerahkan bukti (nota/kwitansi) pembelian barang tersebut
sebagai kelengkapangan administrasi yang sudah menjadi kebiasaan
dalam praktik di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram. Nota/kwitansi yang diserahkan kepada pihak KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram bukan merupakan barang
karena berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000
tentang Murabahah pada poin 9 dan Kompilasi Hukum Syariah Pasal
199 menyebutkan “barang” bukan “kwitansi/nota”. Akad murabahah

yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI dan KHES tersebut baru bisa

> Husnul Fahmi, Wawancara, Mataram, 13 Januari 2022.



dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
setelah “barang” yang dibeli oleh nasabah sebagai pihak penerima
kuasa untuk membeli barang dari pihak ketiga menjadi milik koperasi,
artinya apabila barang yang dibeli tadi sudah menjadi milik KSPPS
BMT Gumarag Akbar Syariah Kota Mataram barulah bisa dilakukan
akad murabahah, bukan menyerahkan kwitansi/nota untuk melakukan
akad murabahah karena seperti yang dijelaskan tadi berdasarkan Fatwa
DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada poin 9
dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 199 menyebutkan
“barang” bukan “kwitansi/nota”. Selain berdasarkan Fatwa DSN-MUI
No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada poin 9 dan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 199 tersebut bahwa
berdasarkan definisi dari akad murabahah itu sendiri pada dasarnya
adalah sebagai salah satu akad jual-beli “barang” yang dimana kedua
belah pihak sudah mengetahui harga asal suatu barang ditambah
dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah
pihak. Akan tetapi praktik yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram yang dimana tindakan penyerahan
kwitansi/nota dianggap sebagai barang yang di beli dari pihak ketiga
untuk melakukan akad murabahah dan akad wakalah. Dengan

demikian proses akad murabahah mendahului pelaksanaan akad

wakalah.’

S Ibid...,



Tabel 1.17
Jumlah Penggunakan Akad Wakalah dalam
Akad Murabahah Tahun 2019-2021

NO TAHUN JUMLAH
1 2019 253
2 2020 318
3 2021 416
Jumlah Akhir 987

Berdasarkan tabel di atas, nasabah yang menggunakan akad
wakalah dalam akad murabahah di KSPPS Gumarang Akbar Syariah
Kota Mataram dari tahun-ketahun semakin meningkat dengan jumlah
akhir sebanyak 987 nasabah.

Maka dalam hal ini, penerapan akad wakalah dalam akad
murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
sesuai dengan hukum Islam atau tidak, bagaimana faktor pendorong
penerapan akad wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dalam hukum ekonomi
syariah sudah sesuai atau tidak dan bagaimana tinjauan hukum
ekonomi syariah terhadap penerapan akad wakalah dalam akad
murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah pada poin 9 maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

(KHES) Pasal 199 atau menyimpang dari aturan yang ada.

"Ibid..., Mataram, 21 Maret 2022.



Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk
mengambil judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENERAPAN AKAD WAKALAH DALAM AKAD
MURABAHAH DI KSPPS BMT GUMARANG AKBAR
SYARIAH KOTA MATARAM”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka
rumusan masalah yang akan diteliti ialah:

1. Bagaimana penerapan akad wakalah dalam akad murabahah di
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram?

2. Apa faktor pendorong penerapan akad wakalah dalam akad
murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram dalam hukum ekonomi syariah?

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan
akad wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram?

. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui penerapan akad wakalah dalam akad
murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram.

b. Untuk mengetahui faktor yang mendorong penerapan akad
wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT Gumarang

Akbar Syariah Kota Mataram dalam hukum ekonomi syariah.



c. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap
penerapan akad wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

2. Manfaat

Peneliti berharap, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak:
a. Manfaat Teoritis
Penelitan ini diharapkan memberikan manfaat bagi kalangan
akademisi sebagai sumbangan pemikirian khususnya di bidang
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang berkaitan dengan
penerapan, faktor pendorong dan tinjauan hukum ekonomi
syariah terhadap akad wakalah dalam akad murabahah di KSPPS
BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi Praktisi
Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang
penerapan, faktor pendorong dan tinjauan hukum ekonomi
syariah terhadap akad wakalah dalam akad murabahah di
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

2) Bagi Lembaga
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan acuan
dalam merumuskan pemikiran, pertimbangan dan sebagai
masukan yang membangun bagi KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram.

3) Bagi Peneliti berikutnya
Dapat  dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan

dikembangankan lebih lanjut serta menjadi bahan referensi



terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan penerapan,
faktor pendorong dan tinjauan hukum ekonomi syariah
terhadap akad wakalah dalam akad murabahah di KSPPS
BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian
1. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian dapat dimaknai dengan bingkai
penelitian yang menggambarkan tentang batasan suatu penelitian,
mempersempit permasalahan yang akan diteliti, dan membatasi area
dalam penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, pada
penelitian ini peneliti telah memfokuskan kajian mengenai Tinjauan
Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Wakalah
dalam Akad Murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah
Kota Mataram.
2. Setting Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram yang terletak di JI. Arif Rahman Hakim, Kec.
Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Adapun yang
menjadi narasumber untuk memperoleh data yang berkaitan dengan
judul penelitian ini adalah ketua koperasi, sekretaris dan 7 nasabah.
Penelitian lokasi yang ditetapkan peneliti karena berdasarkan
observasi dan wawancara yang peneliti lakukan peneliti menemukan
adanya kesenjangan dengan aturan yang ada.
E. Telaah Pustaka
1. Penelitian yang dilakukan oleh Masrudin Yusfi Albayani tentang
“Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah dalam Sengketa
Ekonomi Syariah (Studi Putusan No. 2400/PDT.G/2013/PA JS)



(2017)”. Skripsi ini membahas tentang akad pembiayaan
murabahah dengan wakalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak
antara nasabah A (debitur) dengan lembaga pembiayaan B (kreditur)
yang dimana akad pembiyaan ini diperkarakan oleh pihak debitur ke
Pengadilan Agama Jakarta Selatan dikarenakan perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh kreditur dengan mengambil kembali 1
unit mobil. Debitur menganggap hal itu menyalahi akad yang telah
disepakati bahwa keterlambatan angsuran cicilan adalah maksimal
30 hari apabila melebihi 30 hari maka kreditur berhak menarik
kendaraan dimaksud sementara itu debitur terlambat membayar
cicilan hanya 17 hari. Dalam hal ini kreditur melakukan penyitaan
atas 1 unit mobil dikarenakan debitur lalai dalam melakukan
kewajiban-kewajibannya  sesuai dengan akad pembiayaan
murabahah dengan wakalah yang telah disepakai. Penarikan 1 unit
mobil itu didasarkan atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
debitur dalam membayar cicilan sehingga kreditur menggugat balik
debitur dengan alasan ingkar janji (wanprestasi).®

Kesamaan penelitian yang sudah dipaparkan di atas dengan
penelitian ini sama-sama membahas tentang praktik wakalah dalam
akad murabahah. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada
objek penelitian yaitu penelitian ini membahas adanya sengketa
ekonomi syariah di pengadilan agama tentang akad pembiayaan
murabahah dengan wakalah, sedangkan peneliti membahas tinjauan
hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan wakalah dalam akad

murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah.

¥ Masrudin Yusfi Albayani, Adkad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah
dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan No. 2400/PDT.G/203/PA JS), (Skripsi,
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2017), hlm. 6.



2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Haidar Mualif tentang

“Analisis Hukum Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Wakalah
Murabahah di KSPPS BMT DRI (Dinar Rahmat Insani) Muamalat
Adiwerna Tegal (2019)”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan
akad murabahah di BMT DRI Muamalat dengan menggunakan akad
wakalah yang dimana pihak BMT DRI Muamalat melakukan akad
tanpa menjadikan barang yang diperjualbelikannya menjadi secara
prinsip sebagai milik BMT, BMT hanya mewakilkan pembelian
produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut
didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada
BMT dalam bentuk nota, dalam pelaksanaan akad murabahah
tersebut sebelum BMT mewakilkan kepada nasabah keduanya telah
melakukan akad murabahah.’
Kesamaan penelitian yang sudah dipaparkan di atas dengan
penelitian ini sama-sama membahas tentang praktik wakalah dalam
akad murabahah pada koperasi syariah. Perbedaan penelitian
sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu membahas
pelaksanaan akad wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT
DRI (Dinar Rahmat Insani) Muamalat Adiwerna Tegal sedangkan
peneliti membahas akad wakalah dalam akad murabahah di KSSPS
BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Rahayu Lutfitasari tentang
“Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah (Studi Kasus di
KSPPS Umat Sejahtera Kebumen) (2020)”. Skripsi ini membahas

? Muhammad Haidir Mualif, Analisis Hukum Syariah Terhadap Pelaksanaan
Akad Wakalah Murabahah di KSPPS BMT DRI (Dinar Rahmat Insani) Muamalat
Adiwerna Tegal, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang
2019), him. 9.
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tentang praktik akad muwurabahah di KSPPS Umat Sejahtera
Kebumen yang dimana tidak adanya barang yang dijadikan objek
dalam akad murabahah. Objek yang dijadikan akad murabahah
haruslah jelas mengenai kualitas, kuantitas dan adanya tranparansi
harga beli dan keuntungan yang diminta pada waktu awal akad.
Selain itu tidak adanya penjelasan dari pihak KSPPS mengenai
pemanfaatan dana yang diberikan untuk pembelian barang sehingga
nasabah tidak memperdulikan mengenai aturan dalam pemanfaatan
dana tersebut. Nasabah dalam pemanfaatan dana digunakan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. '

Kesamaan penelitian yang sudah dipaparkan di atas dengan
penelitian ini sama-sama membahas tentang akad murabahah namun
peneliti lebih memfokuskan pada wakalah dalam akad murabahah.
Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian
yaitu membahas pelaksanaan akad murabahah ditinjau dari Fatwa
DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah,
sedangkan peneliti membahas pelaksanaan wakalah dalam akad
murabahah ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Lestari tentang “7Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah di BNI
Syariah Cabang Panorama Bengkulu (2019). Skripsi ini membahas
tentang praktik yang dilakukan BNI Syariah Cabang Panorama
Bengkulu dalam menggunakan akad murabahah. Dalam
menjalankan praktiknya BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu

menggunakan dua cara, pertama apabila terdapat nasabah yang ingin

' Desy Rahayu Lutfitasari, Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Perspektif
Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah (Studi Kasus di
KSPPS Umat Sejahtera Kebumen), (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta
2020), him. 8.
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memesan barang, maka bank bertindak sebagai penjual yang dimana
bank terlebih dahulu membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang
dijelaskan oleh nasabah, setelah barang dimiliki kemudian bank
bertindak sebagai penjual menjualkan barangnya kepada nasabah
dengan memberitahukan harga asli barang dengan tambahan margin
(keuntungan) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau
cicilan dengan jangka waktu yang disepakati. Kedua, bank
memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dan
setelah barang dimiliki, nasabah kembali ke bank dengan
memberikan barang bukti, kemudian pihak bank menyerahkan
barang (berupa barang bukti) kepada nasabah dan menjelaskan harga
asli barang dengan tambahan margin (keuntungan) yang
pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dengan
jangka waktu yang disepakati.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fiel reserch) mengenai
praktik murabahah bil wakalah di BNI Cabang Syariah Cabang
Panorama Bangkulu. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap
Praktik Murabahah Bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Panorama
Bengkulu dalam pelaksanaannya praktik yang dilakukan BNI
Syariah Cabang Panorama Bengkulu dalam menggunakan akad
murabahah berbeda dari yang semestinya yang dimana BNI Syariah
Cabang Panorama Bengkulu ini menjual barang yang belum dimiliki
kepada nasabah dan memberikan sejumlah uang kepada nasabah

dengan nasabah bertindak sebagai kuasa sehingga pihak bank secara
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serentak melakukan akad murabahah dan wakalah pada satu
waktu."!

Kesamaan penelitian yang sudah dipaparkan di atas dengan
penelitian ini sama-sama membahas tentang praktik wakalah dalam
akad murabahah. Namun yang membedakannya yaitu penelitian ini
berfokus pada permasalahan objek atas penjualan barang dengan
menggunakan akad murabahah bil wakalah sedangkan peneliti
berfokus pada Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Murabahah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ainul Latifah “Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah di
BMT Nusa Ummat Sejahtera Mijen(2018). Skripsi ini membahas
tentang praktik pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Nusa
Ummat Sejahtera Mijen. Dalam praktiknya BMT Nusa Ummat
Sejahtera Mijen ini sebagai lembaga yang hanya menyediakan uang
dan bukan barang sehingga apabila terdapat nasabah yang ingin
membeli barang maka pithak BMT membeli barang yang dibutuhkan
nasabah. Setelah barang di beli, pihak BMT menjualnya kepada
nasabah dengan mengambil keuntungan. BMT juga dapat
memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang
selanjutnya setelah barang sudah di beli, akad jual beli harus
dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT.
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan
Murabahah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Mijen dalam
pelaksanaannya terdapat permasalahan yaitu pihak BMT hanya

" Tri Lestari, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah
Bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu, (Skripsi, Fakultas Syariah
IAIN Bengkulu, Bengkulu 2019), him. 8.
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mengamanahkan uang kepada nasabah untuk membeli barang yang
dibutuhkan bagi anggota, setelah akad berlangsung dan uang telah
ditransfer ke rekening nasabah itu sudah menjadi tanggungan
nasabah baik dana itu dibelikan barang atau untuk yang lainnya.'?
Kesamaan penelitian yang sudah dipaparkan di atas dengan
penelitian ini sama-sama menganalisis dari segi Fatwa DSN MUI
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Namun yang
membedakannya yaitu penelitian ini membahas permasalahan
praktik yang dilakukan BMT Nusa Ummat Sejahtera Mijen yaitu
mengamanahkan pemberian uang kepada nasabah untuk membeli
barang yang tidak sesuai dengan akad sehingga uang tersebut
digunakan untuk kebutuhan lain. Sedangkan peneliti membahas
permasalahan praktik yang dilakukan KSPPS Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram yaitu pemberian kuasa dari koperasi kepada
nasabah untuk membeli barang yang dimana barang tersebut belum
sepenuhnya milik koperasi.
F. Kerangka Teori
1. Wakalah

Perkataan wakalah (perkawilan) berasal dari bahasa Arab
yang seperti pemeliharaan dan penyerahan. Wakalah dari sudut
bahasa fuqaha merupakan penyerahan tugas kepada orang lain untuk
mengendalikan urusan-urusan yang tidak bertentangan dengan
syariat Islam. Bisa juga didefinisikan dengan situasi dimana satu
pihak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai

wakil bagi dirinya. Definisi yang lebih mudah adalah mewakilkan

2 Ainul Latifah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Pembiayaan Murabahah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Mijen, (Skripsi, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang 2018), hlm. 5.
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seseorang untuk melakukan sesuatu atau menjaga barang tertentu.
Dari sudut pandang Ijma, para ulama telah membolehkan wakalah
dengan alasan tidak semua orang mampu mengurus keseluruhan
harta dan segala urusannya. Dalam perkara tertentu, mewakilkan
kepada seseorang lebih efektif dan memudahkan urusan sehari-hari.
Disamping itu wakalah merupakan perbuatan tolong-menolong yang
diperintahkan oleh Islam untuk melakukannya. Akad ini dilakukan
berhubungan karena keterbatasan pihak lembaga keuangan syariah
untuk membeli barang tersebut, keterbatasan tersebut baik dari segi
waktu maupun tenaga yang ada. Oleh karena itu, pihak lembaga
keuangan syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membelinya.
Hal ini juga disebabkan karena bolehnya melakukan akad wakalah
dalam pembiayaan murabahah sesuai dengan fatwa DSN. Dengan
demikian teori ini peneliti gunakan untuk menganalisis dari rumusan
masalah peneliti yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap
penerapan akad wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram. "
2. Konsep Akad Murabahah
Secara bahasa, murabahah adalah berasal dari kata ribh atau
ar-ribh yang artinya keuntungan. Asal katanya adalah rabiha yang
berarti beruntung, ribhan yang berarti berlaba, warabahan yang
artinya keuntungan dan warabaahan yang artinya laba. Imam al-
Kasani menjelaskan, murabahah adalah bentuk jual beli dengan
diketahuinya harga pokok dengan adanya tambahan keuntungan
tertentu. Ibnu Abidin menyatakan bahwa murabahah adalah menjual

harta benda yang dimiliki dengan harga pokok pembelian plus

" Rizal, Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Jurnal
Equilibrium, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 133.
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dengan tambahan margin yang disepakati mereka. Secara kongkrit
bisa digambarkan bahwa ada tiga pihak yang terlibat dalam
murabahah yaitu A, B dan C. A meminta B untuk membelikannya
beberapa barang (komuditas). B tidak memiliki barang-barang yang
dibutuhkan oleh A tetapi B berjanji untuk membelikannya dari pihak
ketiga, yaitu C. Dengan demikian teori ini peneliti gunakan untuk
menganalisis dari rumusan masalah peneliti yaitu tinjauan hukum
ekonomi syariah terhadap penerapan akad wakalah dalam akad
murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram."
3. Koperasi
Dilihat dari asal katanya, kata koperasi berasal dari bahasa

latin  “Coopere” dan diserap dalam bahasa Inggris menjadi
“Cooperation”. “Co” yang berarti bersama dan “operation” berarti
bekerja, sehingga “Cooperation” berarti bekerjasama atau berusaha
bersama-sama. Dalam hal ini, kerjasama tersebut dilakukan oleh
orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan tujuan
yang sama. Menurut Moh. Hatta yang diberi gelar sebagai “Bapak
Koperasi Indonesia” memberikan definisi koperasi lebih sederhana
namun jelas, padat dan didalamnya terkandung suatu visi dan misi.
Beliau mengatakan: “Koperasi adalah usaha bersama untuk
memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-
menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh
keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat

semua dan semua buat seorang”. Koperasi yang mengandung

" Ummi Kalsum, Eka Rizky Saputra, Penyertaan Akad Wakalah Pada
Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari), Jurnal Li Falah, Vol.
1, Nomor 1, Juni 2016, him, 5.
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makna kerjasama adalah koperasi sebagai lembaga ekonomi modern
yang mempunyai tujuan, sistem manajemen, tertib organisasi, aturan
dan peraturan serta mempunyai asas dan prinsip."
4. Asas Mabda’ Ar-Radha’iyyah

Asas Mabda’ ar-Radha’iyyah atau Asas Konsensualisme
menganut paham bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya
kesepakatan para pihak. Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak
yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan
semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang
berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang islami dan dianggap
sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Dalam hukum Islam,
nilai-nilai agama sangat diperhatikan, oleh karena itu, kemerdekaan
seseorang dalam membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari
ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu
telah menyatakaan kerelaannya.'® Konsensul secara sederhanan
diartikan sebagai kesepakatan (/#tifag) dengan tercapainya
kesepakatan antara para pihak (‘agidain) yang diwujudkan dengan
ijab dan gabul lahirlah kontrak (akad) maka hal ini menimbulkan
hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya. Para ahli hukum
Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme ini yaitu pada
asasnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan
akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.
Dengan demikian teori ini peneliti gunakan untuk menganalisis dari

rumusan masalah peneliti yaitu faktor pendorong penerapan akad

' Juliana Lumbantobing dkk, Ekonomi Koperasi, (Medan: Universitas HKBP
Nommensen, 2002), hlm. 6.

' Siti Zafilah Firdausiah, Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas dalam Akad
(Kontrak) Syariah, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 5, Nomor 1, Juni 2021,
hlm. 57.

17



wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram dalam hukum ekonomi syariah."’
5. Asas Mabda’ Hurriyah At-Ta’aqud

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk
melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut
ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan
isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang
menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan
kewajibannya. Namum kebebasan ini tidak absolut. Sepanjang tidak
bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan tersebut boleh
dilaksanakan.'® Kebebasan dalam melaksanakan sebuah perjanjian
(al-ahd), kesepakatan (al-muwafagat), dan kontrak (al-aqd)
merupakan suatu kebolehan yang tidak memiliki batasan tertentu
selama belum ada ketentuan syara’ untuk mengharamkannya.
Kebebasan melaksanakan aktivitas muamalat dalam lingkup yuridis
syar'i merupakan kebebasan hakiki dalam praktik transaksi
muamalat. Dengan demikian teori ini peneliti gunakan untuk
menganalisis dari rumusan masalah peneliti yaitu faktor pendorong
penerapan akad wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dalam hukum ekonomi

syariah'’

7 Muhammad Ardi, Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah
dalam Penerapan Salam dan Istisna, Vol. 14, Nomor, 2, Desember 2016, hlm. 269.

' Rahmani Timorita Yulianti, Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum
Kontrak Syariah, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, Nomor 1, him. 101.

" Zaenudin Mansyur, Kontrak Bisnis Syariah dalam Tataran Konsep dan
Implementasi, (Lombok: Pustaka Lombok, 2020), hIm. 74.
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G. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris
adalah penelitian hukum yang melihat adanya ketentuan hukum
tertulis dengan praktik yang dilakukan masyarakat.*’

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan
pendekatan normatif-empiris karena adanya kesenjangan antara teori
dan praktik akad wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data
pada suatu latar alamiah dengan maksud manafsirkan fenomena
yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.
Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui
pengumpulan data, analisis kemudian diinterprestasikan.?!

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan
jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan
menjelaskan tentang praktik akad wakalah dalam akad murabahah
di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS BMT Gumarang Akbar

Syariah Kota Mataram yang terletak di JI. Arif Rahman Hakim, Kec.

Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Adapun alasan

2 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram Universitas Press,
2020), him. 116.

*I Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa
Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 9.
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peneliti melakukan penelitian di lokasi ini adalah karena
berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan,
peneliti menemukan adanya kesenjangan dengan aturan yang ada.
4. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan skunder, yaitu:**

a. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil temuan data
di lapangan melalui wawancara dengan ketua koperasi, sekretaris
dan 7 nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram terkait Akad Murabahah.

b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari
buku, Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV2000 Tentang
Murabahah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syairah (KHES) dan
kepustakaan ilmiah lainnya sebagai pendukung dalam penelitian
ini.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam
penelitian, sehingga memerlukan teknik pengumpulan data yang
tepat agar menghasilkan data yang sesuai. Tanpa memiliki
kemampuan teknik pengumpulan data, peneliti akan sulit
mendapatkan data penelitian standar.

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode-metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

** Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi,
(Bandung: Alfabet, 2017), hlm. 100.
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a. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang
digunakan untuk mengamati secara langsung sasaran (subyek)
penelitian dan merekam peristiwa serta perilaku secara wajar,
asli, tidak dibuat-buat dan spontan dalam kurun waktu tertentu
sehingga diperoleh data yang cermat, mendalam dan rinci.” Ada
3 jenis observasi di antaranya:

1) Observasi Partisipatif**

Observasi partisipatif adalah peneliti terlibat dengan
kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang
digunakan sebagai sumber data penelitian.

2) Observasi Nonpartisipatif

Observasi nonpartisipatif adalah metode observasi
dimana observer tidak ikut terlibat dalam kegiatan keseharian
orang yang diamati tetapi peneliti dalam observasi
nonpartisipatif hanya sebagai pengamat independen.”

Dalam hal ini observasi yang digunakan peneliti yaitu
observasi nonpartisipatif yang dimana peneliti tidak ikut terlibat
langsung dalam melakukan pembiayaan seperti yang dilakukan
oleh nasabah, namun peneliti disini hanya mengamati nasabah
yang melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram.

» Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, (Bandung: Pustaka Ramadhan,
2017), hlm. 65.

** Ibid...,hlm. 66.

2 Hasyim Hasanah, Teknik-teknik Observasi, Jurnal At-Tagqaddun, Vol. 8,
Nomor 1, Desember 2016, him. 36.
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b. Metode Wawancara
Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data
dengan bertanya jawab langsung antara peneliti dengan
responden.”® Menurut Silalahi wawancara adalah percakapan
yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan
sejumlah orang sebagai responden untuk mendapatkan informasi
mengenai masalah yang diteliti.’” Ada beberapa jenis wawancara
yang dapat digunakan, diantaranya adalah:
1) Wawancara Terstruktur
Wawancara terstruktur adalah wawancara yang
digunakan ketika peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan
terlebih dahulu sebelum diajukan kepada interview dan urutan
pertanyaan tidak diubah.*®
2) Wawancara tidak Terstruktur
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang
tidak terarah. Wawancara jenis ini cocok untuk penelitian
pendahuluan, tidak memerlukan keterampilan bertanya dan
dapat memelihara kewajaran suasana.”’

Agar wawancara dapat berlangsung dengan baik, efektif
dan efisien diperlukan kemampuan melakukan wawancara yang
baik. Dalam penelitian ini, wawancara yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur untuk

menghimpun data dari informan agar terkumpul berupa

%% Firdaus, Fakhry Zamzam, Aplikasi Metodologi Penelitian, (Sleman: CV Budi
Utama, 2018), him.103.

" Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: Unpam Press,
2018), him. 142.

% Fadhallah, Wawancara, (Jakarta, UNJ Press, 2020), hlm. 7.

* Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV
Pustaka Ilmu Group, 2020), him. 140.
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informasi-informasi yang jelas dan detail yang berhubungan
dengan ruang lingkup masalah yang diteliti. Dalam
pelaksanaannya, peneliti melakukan wawancara dengan ketua
koperasi, sekretaris dan 7 nasabah untuk mengetahui praktik
wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram.
c. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data
melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku
tentang pendapat, teori dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-
lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.’® Hal ini
peneliti gunakan untuk memperoleh data misalnya pernyataan
surat akad murabahah dan aka wakalah oleh kedua belah pihak
disertai dengan saksi-saksi.
6. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah melakukan kajian atau telaah terhadap
hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah
dipilih sebelumnya dalam kerangka teori atau studi pustaka.’’
Analisis data dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:
a. Reduksi Data
Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema
dan polanya. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif
yang memerlukan kecerdasan, keleluasaan dan kedalaman

32

wawasan yang tinggi.”” Dalam hal mereduksi data, peneliti

3 Ibid..., hlm.149.
3! Muhaimin, Metode ..., him. 128.
32 Sirajuddin Saleh, Analisis ..., hlm. 92.
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mewawancarai ketua koperasi, sekertaris dan 7 nasabah serta
fokus peneliti yaitu menganalisis penerapan akad wakalah dalam
akad murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram, faktor pendorong penerapan akad wakalah dalam akad
murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram dalam hukum ekonomi syariah dan tinjauan hukum
ekonomi syariah terhadap penerapan akad wakalah dalam akad
murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram.
b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi
tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan.*> Dalam hal penyajian
data, peneliti lakukan dengan menguraikan alur penerapan akad
wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam
proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan
kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.’* Dalam hal ini
penarikan kesimpulan peneliti lakukan dengan menganalisis
tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad
wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram.

¥ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:
Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 123.
*Ibid..., him. 124.
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7. Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data adalah proses yang sangat
penting dalam sebuah penelitian yang harus dilakukan oleh setiap
peneliti. Selain itu pengecekan keabsaan data memiliki manfaat agar
peneliti mengetahui ketidaksempurnaan dari hasil penelitian,
sehingga dapat dilakukan penyempurnaan terhadap kekurangan yang
ada. Dalam penelitian kualitatif faktor keabsaan data juga sangat
diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak
mendapat pengakuan atau kepercayaan.”
H. Sistematika Pembahasan
Dalam karya ilmiah sistematika pembahasan adalah suatu
rangkaian umum yang sangat memudahkan peneliti dalam membahas
sebuah permasalahan yang dimulai dari BAB I — BAB IV kemudian
dianalisis menjadi suatu kesimpulan. Sehingga menjadi sebuah
petunjuk dalam mengolah pemikirian. Sistematika pembahasan ini
dibagi menjadi dua bagian antara lain sebagai berikut:
1. Bagian Isi
BAB I Pendahuluan, pada BAB ini terdiri dari sub-sub BAB
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
ruang lingkup penelitian dan setting penelitian, telaah pustaka,
kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan dan
rencana jadwal penelitian.
BAB II Paparan Data dan Temuan, pada BAB ini biasanya
terdiri dari sub BAB gambaran umum lokasi penelitan yaitu di

KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

* Mohammad Ali Al-Humaidy, Etris Tionghoa di Madura, (Surabaya: CV.
Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 77.
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BAB III Pembahasan, pada BAB ini memaparkan mengenai
hasil analisis terhadap temuan yang berhasil diperoleh di lapangan
yaitu praktik akad wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan tinjauan hukum
ekonomi syariah terhadap penerapan akad wakalah dalam akad
murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram.

. Bagian Akhir

BAB IV Penutup, pada BAB ini menjelaskan tentang
kesimpulan dan saran, kesimpulan yang ditemukan oleh peneliti
berdasarkan hasil dari analisis yaitu tinjauan hukum ekonomi
syariah terhadap penerapan akad wakalah dalam akad murabahah di
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan saran
yang diberikan oleh peneliti berupa hasil pemikiran peneliti terkait

hal-hal yang perlu diperbaiki oleh pihak-pihak terkait.
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BABII
GAMBARAN UMUM KSPPS BMT
GUMARANG AKBAR SYARIAH KOTA MATARAM
A.Gambaran Umum KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram
1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram®®

Ide awal mula pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram ini di gagas dan diprakarsai oleh almarhum Haji Zaenoel
Arifin Housein, beliau adalah sosok orang yang sangat peduli pada
fakir miskin, sebagai bentuk kepedulian almarhum kepada mereka
maka pada tanggal 24 Mei 2013 bertempat di kediaman beliau
Lingkungan Dayen Peken Kelurahan Dayen Peken Kecamatan
Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan
sosialisasi pembentukan koperasi syariah (BMT) yang hadir oleh 30
orang.

Pembentukan koperasi syariah (BMT) tersebut dipandu
langsung dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara
Barat dan disepakati dengan nama Koperasi Keuangan Syariah
Baitul Maal Waat Tamwil “Gumarang Akbar Syariah”, yang
disingkat KJIKS-BMT Gumarang Akbar Syariah.

Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas maka pada tanggal
3 Februari 2014 dibuatkan Akte Pendirian ole Notaris Maudy
Magaretha Rarung Sarjana Hukum, dengan akta nomor: 03. Telah

mendapatkan pengesahan dari Kementerian Negara Koperasi dan

3% Husnul Fahmi, Wawancara, Mataram, 23 Mei 2022.



Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan nomor:
518/277/BH/XXVIII/DINASKOPERASIUMKM/11/2014 pada
tanggal 28 Februari 2014.

Selanjutnya berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota
Tahunan (RAT) tanggal 20 Februari 2016 dan Berita Acara Rapat
Khusus Anggota KSPPS Gumarang Akbar Syariah tanggal 11 Maret
2018 telah dilakukan perubahan nama yang semula Koperasi Jasa
Keuangan Syariah Baitul Maal Wat-Tamwil Gumarang Akbar
Syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
“Gumarang Akbar Syariah”, sesuai dengan Perubahan Anggaran
Koperasi (PAD) nomor 33 tanggal 17 Mei 2018, oleh Notaris
Mardiana, S.H., M.Kn. dan telah dicatat oleh Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor
000803/Lap-PAD/Dep.1/1X/2018 tanggal 3 September 2018.

. Profil KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram®”’

Nama Koperasi : KSPPS Gumarang Akbar Syariah

No. Badan Hukum : 518/277/BH/XXVII/DINAS
KOPERASIUMKM/11I/2014

Tanggal : 28 Februari 2014

Bidang Usaha : Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah

NPWP :72.514.193.1-911.000

Sertifikat NIK : 5271010080002 tanggal 20 Maret
2017

Alamat : JI. Arif Rahman Hakim No. 36B

Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram

3 Ibid...,
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E-mail

: ksppsgas@yahoo.com

Pengurus : Husnul Fahmi - Ketua
Novia Rahmawati - Sekretaris
Ika Susana - Bendahara
Pengawas : H. Ignatius Suwardi - Ketua
H. M. Ramli - Anggota
Khaeril Anwar - Anggota
Dewan Pengawas Syariah  : Moh. Ikhwan, S.H. - Ketua
TGH. Ishaq Abdulgani, Lc.- Anggota
Pengelola : 1) Husnul Fahmi - Manager
2) Novi Rahmawati - Divisi Pembiayaan (Divisi
Tamwil)
3) Ika Susana - Divisi Umum & SDI (Divisi
Maal)
4) Nurinayah - Acounting
4) Farid - Petugas Lapangan
5) H. Husein Zakaria - Petugas Lapangan
6) Ismy Zaeniyah - Pelayanan Anggota
7) Zainal Abidin - Cleaning Service
RAT : Tahun Buku 2021 Tanggal 19 Maret
2022
Jumlah Anggota : 3.137 Orang
Total Aset : Rp. 5.045.733.776,-
SHU :Rp. 392.892.100,-
Simpanan Pokok :Rp. 157.850.000,-
Simpanan Wajib :Rp. 168.552.729,-
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3. Visi dan Misi KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
a) Visi
“Menjadi koperasi yang sehat dan barokah sesuai dengan syariat
Islam”
b) Misi
1) Memberikan layanan prima dan menyediakan produk syariah.
2) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui
kinerja yang berdaya guna, untuk meningkatkan nilai tambah
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3) Mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan
menerapkan prinsip “Goo Corporate Governance”.
4) Selalu belajar dan mengembangkan diri, berinisiatif, kreatif
dan inovatif, berwawasan dan peduli.
4. Landasan dan Tujuan KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram berlandaskan Al-Qur’an
dan Al-Hadits serta Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
5. Struktur Organisasi KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram
Struktur Organisasi
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
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RAPAT ANGGOTA

PENGURUS KOPERASI PENGURUS KOPERASI

KETUA : HUSNUL FAHMI, S.H. KETUA

: HUSNUL FAHMI, S.H.

PENGAWAS

KETUA : H. IGNATIUS SUWARDI

SEKRETARIS :NOVIRAHMAWATI, S.E. SEKRETARIS : NOVI RAHMAWATI, S.E. SEKRETARIS : H. M. RAMLI
BENDAHARA : IKA SUSANA, S.E. BENDAHARA :IKA SUSANA, S.E. BENDAHARA : KHAERIL ANWAR
GENERAL MANAGER

HUSNUL FAHMI, S.H.

l

DIVISI MAAL
IKA SUSANA, S.E.

DIVISI TAMWIL
NOVITA RAHMAWATI, S.E.

DIVISI PEMBUKUAN
NURINAYAH, S.H.

DANA & JASA
H. HUSEIN ZAKARIA

PETUGAS LAPANGAN
FARID

PELAYANAN ANGGOTA
ISMY ZAENIYAH, S.E.

RAPAT ANGGOTA

6. Kerjasama dengan lembaga lain

a) Seluruh dinas yang ada di Kabupaten/Kota se Pulau Lombok.
b) PT. PBMT Rowasia Software Aplikasi Islamic Micro Finance

@pplication (ImF@).
c) Badan Wakaf Indonesia.

7. Perjanjian yang dimiliki koperasi antara lain:

a) [jin Usaha Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang

dikeluarkan oleh Badan Koordinasi

Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
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dengan nomor: 518/00-01/VI/BKPMT/2014 pada tanggal 02 Juni
2014.

b) Telah terdaftar sebagai wajib pajak berdasarkan Surat Keterangan
Terdaftar nomor: S-1419KT/WPJ.31/KP.0103/2015 tanggal 18
Maret 2915 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 72.514.193.1-
911.000.

¢) Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) nomor: 5271010080002
oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2017.

d) Mitra Bank, Bank Syariah Mandiri dan Bank NTB Syariah.

B. Produk-produk KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram
Koperasi memberikan pembiayaan bagi hasil pengusaha mikro,
kecil, menengah dan swasta atau pegawai negeri sipil untuk modal
usaha, pengadaan barang (investasi/elektronik, sewa barang/jasa) antara
lain:
1. Pembiayaan:

a) Murabahah (jual beli).

b) ljarah Muntahia Bit Tamlik.

Jangka waktu pembiayaan 12 bulan maksimal 36 bulan.

2. Simpanan:

a) Sirela (Simpanan Sukarela Lancar) yaitu simpanan dengan bagi
hasil (nisbah).

b) Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka) yaitu simpanan berjangka
waktu kontrak 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan bagi hasil
(nisbah).
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c¢) Sisuqur (Simpanan Sukarela Kurban) yaitu simpanan yang
memudahkan dalam menjalankan niat ibadah kurban dengan bagi
hasil (nisbah).

C.Prosedur Pengajuan dan Faktor Pendorong Penerapan Akad
Wakalah dalam Akad Murabahah di KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram
1. Prosedur Pengajuan Akad Wakalah dalam Akad Murabahah di

KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam bidang
pembiayaan dan simpanan. Dalam menyalurkan pembiayaannya
kepada nasabah KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram menggunakan Akad Wakalah disertai dengan Akad
Murabahah. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris KSPPS
BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu Ibu Novia
Rahmawati, menjelaskan bahwa:

“Dalam pengajuan pembiayaan KSPPS BMT Gumarang

Akbar Syariah Kota Mataram menggunakan akad wakalah

disertai akad murabahah hal ini dikarenakan nasabah

langsung membeli barang yang sesuai dengan kebutuhnya.*®

Selain itu juga KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram tidak menggunakan akad wakalah disertai akad
murabahah hal ini tidak lain atas perminataan nasabah itu sendiri.
Bapak Husnul Fahmi menjelaskan bahwa:

“KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

sebelumnya juga pernah menyediakan barang berupa

¥ Novia Rahmawati, Wawancara, Mataram, 23 Mei 2022.
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barang elektronik seperti AC, namun hal ini kurang diminati
dan tidak berlaku lagi karena nasabah yang datang ke
koperasi lebih memilih membutuhkan pembiayaan dari pada
barang yang langsung disediakan oleh koperasi. Maka
penggunaan akad wakalah disertai akad murabahah lebih
banyak dari pada tanpa menggunakan akad wakalah” >
Nasabah yang melakukan pembiayaan akad wakalah disertai
akad murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram dalam pembayaran pelunasaan pembiayaannya dilakukan
secara angsuran yang dimana koperasi memberikan jangka waktu
pembiayaan selama 12 bulan dan maksimal 36 bulan. Untuk dapat
melakukan pembiayaan akad wakalah disertai akad murabahah,
lebih lanjut Bapak Husnul Fahmi menjelaskan bahwa:
“Nasabah harus terlebih dahulu mengikuti langkah-langkah
vang sudah ditetapkan oleh KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram”.*

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

a) Bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan harus terlebih
dahulu sanggup menjadi anggota koperasi, dengan menyetorkan
simpanan pokok Rp. 50.000,- dan simpanan wajib.

b) Selanjutnya nasabah datang ke bagian pelayanan untuk pengajuan
pembiayaan akad wakalah disertai akad murabahah menyebutkan
spesifikasi barang yang ingin dibeli.

c) Nasabah harus melengkapi keperluan administrasi sesuai

persyaratan yang berlaku di koperasi diantaranya:

%% Husnul Fahmi, Wawancara, Mataram, 23 Mei 2022.
40 5y
Ibid...,
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1) Fotocopy E-KTP pemohon terbaru, suami/istri/penjamin yang
masih berlaku.

2) Fotocopy kartu keluarga.

3) Fotocopy SK pegawai terakhir.

4) Kitir gaji (Gaji bersih setelah potongan).

5) Petikan daftar gaji.

6) Wajib  menyerahkan  jaminan/agunan  (khusus untuk
pembiayaan di atas Rp. 12.000.000,-).
(a)Jaminan kendaraan: fotocopy BPKB & STNK.
(b)Jaminan sertifikat sertakan fotocopy sertifikat.

7) Menyerahkan  surat  kuasa  memotong  gaji/blangko
permohonan.

d) Selanjutnya pihak koperasi sendiri melakukan pengecekan baik
itu seperti kemampuan nasabah dalam mengangsur cicilan,
kelayakan usaha nasabah dan kesesuaian dengan syariat Islam.

e) Kemudian setelah proses pengecekan selesai barulah pihak
koperasi menyerahkan dana kepada nasabah untuk membeli
barang yang dibutuhkan yang dimuat dalam suatu surat akad
wakalah dan akad murabahah.

Pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
tidak mempermasalahkannya terkait bukti nota atau kwitansi
pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah setelah menerima
dana dari KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah untuk membeli
barang apabila nota atau kwitansi tersebut hilang atau tidak
diserahkan kepada pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah

Kota Mataram.

35



Berdasarkan wawancara dengan ketua KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu Bapak Husnul Fahmi
beliau mengatakan bahwa:

“Setelah nasabah menerima dana dari KSPPS BMT

Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, maka nasabah

menyerahkan bukti nota atau kwitansi pembelian barang

kepada KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota

Mataram, namun ada juga yang tidak menyerahkannya,

karena yang terpenting kesepakatan akadnya yang sudah

dilakukan oleh nasabah dengan koperasi”.*!

Dari prosedur di atas, tentunnya KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram juga mendapatkan keuntungan
(margin) yang dimana koperasi sudah menetapkan margin langsung
dari koperasi.

. Faktor Pendorong Penerapan Akad Wakalah dalam Akad
Murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram

KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yang
dalam menyalurkan pembiayaannya kepada nasabah dengan
menggunakan akad wakalah dalam akad murabahah, tidaklepas dari
adanya beberapa faktor pendorong diterapkannya akad wakalah
dalam akad murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah
Kota Mataram, diantaranya:

a) Kebutuhan nasabah untuk pembiayaan modal usaha.
b) Adanya kemudahan bagi nasabah dalam mendapatkan

pembiayaan.

*! Husnul Fahmi, Wawancara, Mataram, 23 Mei 2022.
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c¢) Proses untuk melakukan pembiyaan cepat dan mudah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurinayah

menjelaskan bahwa:
“Pembiayaan yang mudah dan cepat karena tidak perlu lagi
menunggu terlalu lama dan uang yang digunakan sebagai
modal usaha, syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan di
koperasi ini pun tidak sulit,”**
Selain itu juga faktor pendorong lainnya yaitu:

a) Adanya permintaan dari nasabah.

b) Adanya kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan.
Bapak Husnul Fahmi menjelaskan bahwa:
“Pihak koperasi memberikan pilihan untuk melakukan akad
wakalah dengan akad murabahah atau akad murabahah
saja, nasabah datang ke koperasi juga tidak ingin terlalu

lama karena yang dibutuhkan hanya pembiayaannya” .

** Nurinayah, Wawancara, Mataram, 24 Juni 2022.
* Husnul Fahmi, Wawancara, Mataram, 23 Mei 2022.
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BAB III
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENERAPAN AKAD WAKALAH DALAM AKAD MURABAHAH
DI KSPPS BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH
KOTA MATARAM
A. Analisis Penerapan Akad Wakalah dalam Akad Murabahah di
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
Di dalam penerapan operasional KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram, pihak koperasi tidak menyediakan barang untuk
di jual di koperasi yang ada yaitu menyediakan dana atau modal untuk
nasabah karena KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
merupakan koperasi yang menyediakan pembiayaan bagi nasabahnya,
hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah.
Sebelumnya KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
pernah menyediakan barang namun tidak diminati oleh nasabah hal ini
disebabkan karena yang dibutuhkan nasabah yaitu uang atau dananya.
Penerapan akad wakalah dan akad murabahah memiliki dasar
hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an diantaranya:

1. Surat An-Nissa’:29:*
S5l 585 &1 ) JIolaly 85 w&01541 155G 3 1534 Gl 13T 6
o & @it G 2 PraN & et s e e
LE).:.?) psi uls 4l ulcps_eo.a_v‘ ‘5.‘.:.0_' Yj p&r.e 90!).’ O

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu.”

* (QS. An-Nissa’ [4]: 29.



2. Surat An-Nissa’:35:%

6w (e - /Eo_, Py ".. “ e T f,:.a’:".. ".ff
&

s lde SR Al &) © L Al 3853 BMia 1003 &) LA

Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenal”.

Nasabah yang melakukan pembiayaan akad murabahah dengan

wakalah, maka wajib harus mengikuti langkah-langkah yang ada di
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram. Hal pertama
yang harus dilakukan yaitu nasabah menjadi anggota koperasi terlebih
dahulu dengan menyetor simpanan pokok. Setelah tergabung menjadi
anggota, maka barulah nasabah berhak untuk melakukan pembiayaan di
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram berupa
pembiayaan akad wakalah disertai akad murabahah dengan
melengkapi keperluan administasi lainnya seperti fotocopy KTP, KK
serta menjelaskannya terkait spesifikasi barang yang ingin di beli.*
Setelah keperluan administrasi selesai, maka pihak KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram melihat kemampuan nasabah
untuk mengembalikan uang yang telah diberi baik itu dari segi usaha
nasabah maupun besar gajinya. Maka setelah memenuhi syarat barulah

dilakukan pencairan dana dengan menandatangi akad murabahah dan

* (QS. Surat An-Nissa’ [4]: 35.
* Novia Rahmawati, Wawancara, Mataram, 23 Mei 2022.
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wakalah yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram dan nasabah.*’

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti
mengemukakan bahwa penerapan akad wakalah dalam akad
murabahah yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah
Kota Mataram dilakukan dengan 2 cara yaitu penerapan akad wakalah
dengan akad murabahah dan penerapan akad murabahah tanpa akad
wakalah. Penerapan akad ini, harus di lihat juga berdasarkan prinsip-
prinsip terbentuknya akad, maka sebagai berikut:

1. Prinsip perjanjian itu mengikat

Prinsip perjanjian itu mengikat, maksudnya janji yang atau
kesepakatan yang telah dibuat oleh nasabah dan pihak KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, telah mengikat dan tidak
bisa diubah lagi. Berdasarkan praktik yang dilakukan di KSPPS
BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu nasabah yang
melakukan pembiayaan murabahah dengan wakalah wajib terlebih
dahulu menyetor simpanan pokok di KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram, penyetoran simpanan pokok yang dilakukan
oleh nasabah ini merupakan syarat untuk melakukan pembiayaan
akad murabahah dengan akad wakalah. Maka berdasarkan prinsip
perjanjian itu mengikat, praktik yang dilakukan kedua belah pihak
antara nasabah dan pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah
Kota Mataram telah melakukan kesepakatan dan mengikatkan diri
yang dikuatkan dalam suatu surat akad murabahah dan akad

wakalah.

*" Husnul Fahmi, Wawancara, Mataram, 23 Mei 2022.
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2. Prinsip kebebasan berkontrak

Prinsip ini menunjukkan bahwa pihak KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram memberikan kebebasan
kepada nasabah untuk memilih akad murabahah disertai akad
wakalah dan akad pembiayaan murabahah tanpa disertai akad
wakalah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hunsul
Fahmi selaku ketua KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram dan sudah disinggung sebelumnya bahwa penerapan
prosedur pembiayaan akad wakalah disertai akad murabahah
dengan akad murabahah tanpa disertai akad wakalah sama saja
hanya yang berbeda akad wakalah yang disertai akad murabahah,
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah menyerahkan dana kepada
nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan sedangkan akad
murabahah tanpa disertai akad wakalah yaitu barang sudah
disediakan langsung di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram dan nasabah tinggal membelinya.**

Maka dalam hal ini peneliti mengemukakan bahwa prinsip
kebebasan berkontrak di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah
Kota Mataram memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memilih
akad pembiayaan yang digunakan dengan wajib mengikuti prosedur-
prosedur untuk melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram.

*® Husnul Fahmi, Wawancara, Mataram, 23 Mei 2022.
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3. Prinsip konsensus*’

Prinsip ini menunjukan bahwa kesepakatan yang dilakukan
oleh pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
dengan nasabah dalam pembiayaan akad murabahah disertai akad
wakalah menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang dituangkan
dalam surat akad murabahah dan akad wakalah. Berdasarkan
praktik di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
bahwa setelah nasabah mendaftar menjadi anggota dan mengisi
formulir administrasi lainnya seperti KTP, KK maka barulah pihak
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menyerahkan
dana kepada nasabah, penyerahan dana ini karena sudah adanya
kesepakatan antara pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah
Kota Mataram dengan nasabah untuk melakukan akad wakalah
dalam akad murabahah yang dituangkan dalam surat akad wakalah
dan akad murabahah.

Berdasarkan pemaparan di atas, prinsip konsensus yang ada
di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram memiliki
kelebihan yaitu kesepakatan antara pihak KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram dengan nasabah dilakukan dalam surat
akad wakalah dalam akad murabahah sehingga memiliki kekuatan
hukum tetap bagi keduanya.

4. Prinsip ibadah®
Prinsip ini menunjukan bahwa perjanjian yang dilakukan

oleh KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan

* Muhammad Harfin Zuhdi, Prinsip-prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi
Islam, Jurnal Ekonomi Syariah Igqtishaduna, Vol. 8, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 102.

0 Miftahul Salam, Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Syariah,
Jurnal Asy-Syariah, Vol. 3, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 5.
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nasabah untuk melakukan pembiayaan akad murabahah disertai
akad wakalah boleh dilakukan selama tidak melanggar syariat Islam.

Pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
dalam menjalankan operasional prosedur mulai dari nasabah yang
wajib terlebih dahulu menjadi anggota sampai pada pihah KSPPS
BMT Gumarang Akbar Syaraih Kota Mataram menyerahkan dana
kepada nasabah telah dimuat dalam suatu surat akad wakalah dan
akad murabahah, semuanya diterapkan berlandaskan terbentuknya
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu
berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Hadits serta Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945.%!

. Prinsip keadilan™

Prinsip ini menunjukan bahwa pihak KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan nasabah yang
melakukan akad pembiayaan wakalah dalam akad murabahah harus
benar-benar memenuhi hak dan kewajiban yang dibuat dalam surat
perjanjian akad murabahah dan akad wakalah.

Berdasarkan praktik di KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram bahwa pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram menyerahkan dana kepada nasabah yang
dimuat dalam surat akad wakalah dan akad murabahah setelah
mengikuti langkah-langkah untuk melakukan pembiayaan yang ada
di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram. Di
muatnya dalam suatu surat akad wakalah dan akad murabahah

merupakan bagian sendi dari setiap perjanjian yang dibuat antara

*! Husnul Fahmi, Wawancara, Mataram, 23 Mei 2022.
> Miftahul Salam, Asas-asas..., him. 12.
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pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan
nasabah.
6. Prinsip kejujuran (amanah)™

Prinsip kejujuran (amanah) menunjukan bahwa pihak KSPPS
BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan nasabah yang
melakukan akad pembiayaan wakalah dalam akad murabahah harus
memiliki iktikad baik.

Berdasarkan praktik di KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan akad wakalah
dalam akad murabahah wajib terlebih dahulu menjadi anggota dan
mengisi  formulir pendaftaran serta melengkapi keperluan
administrasi seperti fotocopy KTP, KK dan selanjutnya pihak
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menyerahkan
dana kepada nasabah yang dimuat dalam suatu surat akad wakalah
dan akad murabahah. Kelengkapan administrasi dari nasabah seperti
KTP, KK dijaga kerahasiaannya oleh pihak KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram sebagai bentuk iktikad baik dan
iktikad baik yang dilakukan oleh nasabah adalah mampu
mengembalikan uang yang dipinjam dari KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram sesuai dalam perjanjian yang telah di
buat dalam surat akad murabahah dan akad wakalah.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengungkapkan
bahwa prinsip kejujuran (amanah) yang diterapkan di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram memberikan kelebihan

yaitu amannya data nasabah dan adanya rasa saling percaya antara

> Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UIN Press,
1982), hlm. 65.
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pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan
nasabah.

Berdasarkan prinsip akad di atas, peneliti mengungkapkan
bahwa penerapan akad wakalah dalam akad murabahah di KSPPS
BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, terdapat kelebihan dan
kekuranganya, diantaranya:

1. Perjanjian yang dilakukan antara KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram dan nasabah dilakukan secara langsung dan
transparan karena terdapat surat akad murabahah dan akad wakalah.
Namun kekurangnya nasabah tidak memahaminya.

2. Memberikan kebebasan bagi nasabah untuk melakukan pembiayaan
akad murabahah dengan akad wakalah atau akad murabahah tanpa
akad wakalah. Kebebasan ini juga harus memenuhi syarat-syarat
yang ada di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
sehingga pembiayaan yang dilakukan dapat memenuhi hak dan
kewajiban antara KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram maupun nasabah.

3. Memudahkan nasabah untuk melakukan pembiayaan karena
persyaratan yang mudah hanya mengisi fomulir, membawa fotocopy
KTP, KK, menjelaskan spesifikasi barang kemudian kesepakatan
antara pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
dan nasabah yang dituangkan dalam surat akad murabahah dan akad

wakalah.
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B. Analisis Faktor Pendorong Penerapan Akad Wakalah dalam Akad
Murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram dalam Hukum Ekonomi Syariah

Penerapan akad wakalah dalam akad murabahah di KSPPS
BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram ini, terdapat beberapa
faktor pendorong diantaranya yaitu:**
1. Adanya permintaan dari nasabah
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
memberikan kebebasan kepada nasabah untuk melakukan
pembiayaan akad wakalah dalam akad murabahah karena praktik
yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram ketika nasabah hendak mengajukan pembiayaan, pihak
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menanyakan
terlebih dahulu kepada nasabah terkait proses pembelian barangnya
apakah ingin pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram yang membelikannya atau ingin di beli oleh nasabah
sendiri. Pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah merupakan
kebebasan dalam melakukan akad atau yang disebut dalam istilah
Islam yaitu Mabda’ Hurriyah At-Ta’aqud, maka dalam ini pihak
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram memberikan
kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga.
Berdasarkan ~ pemaparan di  atas, maka peneliti
mengemukakan bahwa faktor pendorong dari penerapan akad
wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram yaitu adanya permintaan dari nasabah itu

sendiri yang dimana pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah

> Husnul Fahmi, Wawancara, Mataram, 23 Mei 2022.
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Kota Mataram memberikan kebebasan kepada nasabah untuk
melakukan pembiayaan. Konsep Mabda’ Hurriyah At-Ta’aqud
memberikan kemudahan bahwa akad yang dilakukan antara pihak
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan
nasabah untuk mengindari adanya segala bentuk paksaan, tekanan
dan penipuan. Maka dari pada itu, kesepakatan yang dilakukan
antara pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah dengan
nasabah dimuat dalam suatu surat akad wakalah dan akad
murabahah.
. Adanya kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan

KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
memberikan kemudahan bagi nasabahnya yang ingin melakukan
pembiayaan hal ini dikarenakan adanya pemberlakukan akad
wakalah disertai akad murabahah. Nasabah yang datang ke KSPPS
BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan ingin
mengajukan pembiayaan hanya dengan mendaftarkan sebagai
anggota kemudian nasabah menjelaskan barang yang ingin dibeli
sesuai kebutuhan, selanjutnya pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram mewakalahkan kepada nasabah untuk
membeli barang dengan memberikan sejumlah dana. Tentunya
nasabah tidak ingin berlama-lama dan terlalu diribetkan dalam
mengajukan pembiayaan misalnya menjelaskan teori akad wakalah
dan akad murabahah cukup dengan kata sepakat antara pihak
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan nasabah.
Kesepakatan yang terjadi antara pihak KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram dengan nasabah dalam istilah Islam
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disebut Mabda’ Ar-Radha’iyyah. Kesepakatan tersebut dituangkan
dalam surat akad wakalah dan akad murabahah.

Berdasarkan  pemaparan di  atas, maka peneliti
mengemukakan bahwa faktor pendorong dari penerapan akad
wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram yaitu adanya kebutuhan nasabah untuk
mendapatkan pembiayaan. Konsep Mabda’ Ar-Radha’iyyah
memberikan kemudahan bahwa cukup hanya dengan kesepakatan
yang dilakukan pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah
dengan nasabah setelah mengisi formulir dan keperluan administrasi
seperti KTP, KK maka pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram menyerahkan dana kepada nasabah.
Kesepakatan ini tentunya dimuat dalam surat akad wakalah dan akad
murabahah.

C. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan
Akad Wakalah dalam Akad Murabahah Di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
1. Teori Konsep Akad Murabahah

Teori konsep akad murabahah di KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram merupakan salah satu bentuk akad jual
beli yang sudah tidak di minati lagi oleh nasabah di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram. Karena konsep dari akad
murabahah ini yaitu pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah
Kota Mataram sendiri yang menyediakan barangnya seperti barang
elektronik berupa AC langsung di koperasi sehingga nasabah yang
datang ke KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

tinggal membelinya saja. Hal inilah yang membuat kurang
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diminatinya, karena tujuan nasabah datang ke KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram hanya untuk meminjam
uang.”

Akad murabahah yang ada di KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram, peneliti lakukan analisis berdasarkan
praktik yang ada di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram dengan teori konsep akad murabahah yaitu mengenai
rukun dan syarat akad murabahah, dalam teori akad murabahah
diantaranya:>®
a) Adanya Pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota

Mataram dengan Nasabah yang melakukan akad

Adanya para pihak yang berakad yaitu adanya penjual dan
pembeli. Berdasarkan praktik yang dilakukan di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, setelah nasabah
melengkapi keperluan administrasi sesuai persyaratan seperti
fotocopy E-KTP, KK dan dilakukan pengecekan, barulah pihak
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
menyerahkan dana kepada nasabah.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengemukakan
bahwa praktik yang dilakukan di KSPPT BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram bukan lagi sebagai pihak yang menjual
barang akan tetapi dalam praktiknya lebih kepada pihak yang
menyediakan modal atau dalam bentuk jasa. Hal ini disebabkan
dari tindakan KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota

Mataram yang menyerahkan dana kepada nasabah setelah proses

> Husnul Fahmi, Wawancara, Mataram, 23 Mei 2022.
°0 Fithriana Syarqawie, Fikih Muamalah, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press,
2015), hlm. 66.
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administrasi dan pengecekan selesai yang diakhiri dengan
dimuatnya dalam surat akad wakalah dan akad murabahah.’’

Praktik yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram menunjukan bahwa pihak KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram lebih berfokus kepada
pelayanan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan tanpa
memerhatikan ketentuan-ketentuan dasar dalam syariat Islam,
karena dalam menggunakan akad murabahah pada rukun dan
syaratnya harus ada pihak penjual dan pembeli bukan sebagai
pihak yang menyedikan modal. Sehingga pelaksanaan akad
wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram belum sesuai dengan konsep akad
murabahah dalam syariat Islam.

b) Objek yang diperjualbelikan

Barang yang dapat dijadikan objek jual beli haruslah
barang yang bersih, tidak mengandung unsur najis, dapat
dimanfaatkan, barang yang diperjualbelikan harus milik dari
pihak penjual sebelum di jual kepada pembeli.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya oleh peneliti
di atas bahwa praktik operasional prosedur dalam melakukan
akad wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram yaitu bahwa pihak KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram tidak menyediakan
barangnya langsung di koperasi hal ini dikarenakan kurang
diminatinya oleh nasabah. Pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar

Syariah Kota Mataram hanya menyediakan dana saja bagi

37 Nurinayah, Ismi, Wawancara, Mataram, 31 Januari 2022.
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nasabah untuk membeli barang sebagai perlengkapan usahanya
yang dimana termasuk tambahan modal usaha dalam
menjalankan usahanya. *®

Berdasarkan praktik yang dilakukan, peneliti juga
mengemukakan bahwa objek jual beli yang dilakukan bukan
berupa barang melainkan diganti dengan pemberian dana yang
diterima oleh nasabah untuk membeli barang dan hasil pembelian
barangnya diserahkan kepada pihak KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram berupa bukti nota atau kwitanasi
pembelian  barang.  Seharusnya  objek  barang  yang
diperjualbelikan antara pithak KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram dengan nasabah harus milik dari pihak
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram sebelum
di jual kepada pembeli, namun dalam praktiknya di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram sudah beralih fungsi
bukan sebagai pihak yang menjual lagi melainkan sebagai pihak
yang lebih pada menyediakan modal atau dalam bentuk jasa
selain itu juga objek yang diperjualbelikan digantikan dengan
pemberian dana berupa hasil bukti nota atau kwitansi pembelian
barang dari nasabah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/TIV/2000 tentang Murabahah pada poin 9 dan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah Pasal 199 sebagaimana yang sudah
dijelaskan berdasarkan temuan awal peneliti bahwa dalam fatwa
DSN-MUI dan Komplasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut
menyebutkan “barang” bukan “penyerahan nota atau kwitansi”.

Sehingga praktik yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang

*% Jusmarni, Sumira, Wawancara, Mataram, 17 Januari 2022.

51



Akbar Syariah Kota Mataram belum sesuai dengan konsep akad
murabahah dalam syariat Islam.
¢) Mengucapkan ijab gabul

Dalam mengucapkan ijab qgabul haruslah didasarkan
kesepakatan karena perjanjian lahir dari adanya kata sepakat oleh
karenanya haruslah jelas disebutkan secara spesifik dengan siapa
akad tersebut berlangsung, antara ijab dan gabul harus selaras
baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, dan
dilakukan dalam satu majlis.

Berdasarkan praktik yang dilakukan di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, prosedur setelah
nasabah menjadi anggota dan melengkapi keperluan administrasi
seperti fotocopy E-KTP, KK, selanjutnya dilakukan pengecekan
oleh pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
maka barulah dilakukan penyerahan dana kepada nasabah
sekaligus 1ijab qgabul secara tertulis yaitu dalam bentuk
penandatanganan surat akad murabahah dan akad wakalah yang
dimana dalam surat tersebut tertera jelas pihak pertama yaitu
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan pihak
kedua yaitu nasabah.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengemukakan
bahwa ijab qabul yang dilakukan secara tertulis ini tentunya
memiliki kelebihan yaitu memiliki kekuatan hukum tetap bagi
pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
maupun nasabah. Selain itu juga ijab gabul yang dipraktikkan di
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah sudah sesuai dengan

rukun dan syarat teori akad murabahah dalam syariat Islam.
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d) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan

Margin (kuntungan) merupakan hasil kesepatakan yang
terjadi dari akad murabahah yang dimana perolehan keuntungan
diambil dari harga jual beli barang antara penjual dan pembeli.”

Berdasarkan praktik yang dilakukan di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, nasabah yang
melakukan akad pembiayaan wakalah dalam akad murabahah
harus terlebih dahulu menjadi anggota, selanjutnya melengkapi
keperluan admininstrasi sesuai persyaratan yang berlaku seperti
fotocopy E-KTP, KK setelah melengkapi keperluan administrasi
barulah pithak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram melakukan pengecekan baik itu seperti kemampuan
nasabah dalam mengangsur cicilan, kelayakan usaha nasabah,
pada saat prosedur sebelum pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram menyerahkan dana kepada nasabah lalu
dilakukan penandatanganan akad, margin yang seharusnya terjadi
pada saat akad murabahah berlangsung tidak disepakati antara
pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
tetapi hanya di sepakati sepihak saja yaitu oleh pihak KSPPS
BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram hal ini
dikarenakan pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram sudah menentukan ketentuan margin langsung melalui
sistem yang ada di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram sehingga begitu nasabah melakukan akad pembiayaan
dengan tergabung menjadi anggota terlebih dahulu sampai pada

penyerahan dana oleh KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah

* Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2013), hlm. 137.
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Kota Mataram kepada nasabah maka disitulah sudah termasuk
perolehan margin (keuntungan) bagi KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram.*
2. Teori Konsep Akad Wakalah
Kata wakalah berasal dari kata wakalah-yakillu-waklan yang
berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Sedangkan secara
terminologi, pengertian wakalah adalah akad yang digunakan
seseorang untuk menyerahkan urusan kepada orang lain dalam
bertasharruf. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy adalah akad
penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk
orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).®!
Teori konsep akad wakalah yang diterapkan di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram diberlakukan juga dengan
akad murabahah, sehingga praktik yang ada di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu berlakunya akad
wakalah dalam akad murabahah. Penerapan akad wakalah dalam
akad murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram yaitu di mulai dengan nasabah yang terlebih dahulu
menjadi anggota koperasi dengan menyetor simpanan pokok.
Setelah itu melengkapi keperluan administrasi sesuai persyaratan
yang berlaku, selanjutnya pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram melakukan pengecekan baik itu seperti
kemampuan nasabah dalam mengangsur cicilan, kelayakan usaha
nasabah maka yang terakhir barulah pihak KSPPS BMT Gumarang

Akbar Syariah Kota Mataram menyerahkan dana kepada nasabah

5 Husnul Fahmi, Wawancara, Mataram, 23 Mei 2022.

' Abdul Aziz, dkk, Akad Wakalah Menjadi Penyebab Pembiayaan Bergeser
Dari Transaksi Jual Beli Menjadi Transaksi Jasa, Jurnal Kordinat, Vol. 19, Nomor 2,
Desember 2020, hlm. 234.
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untuk membeli barang yang dibutuhkan yang dimuat dalam suatu
surat akad wakalah dan akad murabahah.®*

Akad wakalah yang diberlakukan juga akad murabahah
sehingga menjadi akad wakalah dalam akad murabahah yang ada di
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, peneliti
melakukan analisis berdasarkan praktik yang ada di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan teori konsep akad
wakalah yaitu mengenai rukun dan syarat akad wakalah, dalam teori
akad wakalah diantaranya:

a) Pemberi kuasa (al-Muwakkil) pihak KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram®

Pemberi kuasa dalam hal ini yaitu dari pithak KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yang memberi kuasa
kepada nasabah untuk mewakilkan membeli barang.

Berdasarkan praktik yang diberlakukan di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, nasabah wajib
melengkapi keperluan administrasi seperti fotocopy KTP, KK
dan selanjutnya pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah
Kota Mataram melakukan pengecekan baik itu seperti
kemampuan nasabah dalam mengangsur cicilan, kelayakan usaha
nasabah, setelah itu barulah pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Matarm menyerahkan dana kepada nasabah untuk
membeli barang yang dibutuhkan yang dimuat dalam suatu surat

akad wakalah dan akad murabahah. Pemberian dana dari KSPPS

52 Husnul Fahmi, Wawancara, Mataram, 23 Mei 2022.
 Sri Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer, (Medan: Febi UIN-SU Press,
2018), hlm. 186.
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BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram kepada nasabah

merupakan sebagai bentuk pemberian kuasa atau al-muwakkil **

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengemukakan
bahwa pemberian kuasa dari pthak KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram kepada nasabah memiliki kelebihan
yaitu memudahkan nasabah untuk membeli barang yang
dibutuhkan dan selain itu juga praktik yang dilakukan sudah
sesuai dengan rukun dan syarat teori akad wakalah dalam syariat
Islam.

b) Orang yang diberi kuasa atau yang mewakili (a/-Wakil)

Orang yang diberi kuasa atau yang mewakili (al-Wakil)
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

1) Wakil atau penerima wakil hendaklah sudah berakal untuk
membuat pilihan antara baik dan buruk, rugi dan untung, dan
cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain.

2) Seorang wakil juga disyaratkan bersungguh-sungguh dan
mengerti dengan tugas dan tanggungjawab yang diwakilkan
kepadanya.

3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.

Berdasarkan praktik yang diberlakukan di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, nasabah wajib
melengkapi keperluan administrasi seperti fotocopy KTP, KK
dan selanjutnya pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah
Kota Mataram melakukan pengecekan baik itu seperti

kemampuan nasabah dalam mengangsur cicilan, kelayakan usaha

% Husnul Fahmi, Wawancara, Mataram, 23 Mei 2022.
6 Isabela, Imam Rusli, Wakalah, Jurnal Al-Allam, Vol. 1, Nomor 1, Januari
2020. hlm. 10.
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nasabah, setelah itu barulah pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah menyerahkan dana dan diterima oleh nasabah.
Penyerahan dana yang diterima oleh nasabah dari KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram kepada nasabah sebagai
bentuk penerimaan kuasa untuk mewakili pembelian barang dari
pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengemukakan
bahwa pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram yang menyerahkan dana dan diterima oleh nasabah
sebagai wakil dalam pembelian barang maka peneliti merujuk
kepada apa yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUTI/IV/2000 tentang Murabahah pada poin 9 dan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah Pasal 199. Nasabah yang bertindak
sebagai penerima kuasa dan sudah bersepakat dengan pihak
KSPPS BMT Gumarang Akabr Syariah Kota Mataram berbeda
dengan apa yang ada di dalam fatwa tersebut. Berdasarkan hasil
wawancara peneliti, nasabah tidak mengerti dengan tugas dan
tanggungjawabnya serta amanah yang diberikan dari pihak
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram untuk
membeli barang atas nama koperasi. ®

Dalam Al-Qu’an Allah subhanahu wa ta’ala telah
menjelaskan mengenai tanggungjawab serta amanah dari
penerima kuasa yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat An-Nissa’:

58:67

6 H. Agus Salim, Wawancara, Mataram, 31 Januari 2022.
57 Qs. An-Nissa’ [4]: 58.
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Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat” .

Penerapan akad wakalah dalam akad murabahah yang
diberlakukan di KSPPS BMT Gumarang Syariah Kota Mataram
tidak sesuai dengan rukun dan syarat dari konsep akad wakalah
dalam syariat Islam.

¢) Objek yang diwakilkan (Taukil)®

Objek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada
orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang
memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.
Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasakan sesuatu
yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh
menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti
membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya.

Berdasarkan praktik yang dilakukan di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu setelah nasabah

menjadi anggota koperasi, nasabah diarahkan ke bagian

% Sri Sudiarti, Figh Muamalah..., hlm. 186.
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pelayanan dan menyebutkan spesifikasi barang, kemudian
melengkapi keperluan administrasi sampai kepada penyerahan
dana oleh KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
dan penandatanganan akad. Dalam hal ini, bentuk dari objek yang
dapat diwakilkan yaitu penyerahan dana dari KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah kepada nasabah dan berada di bawah
kekuasaan pemberi kuasa untuk mewakili membeli barang yang
dibutuhkan. Sehingga praktik yang dilakukan di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram telah sesuai dengan
rukun dan syarat konsep akad wakalah dalam syariat Islam.
d) Shigat”™

Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dan
penerima kuasa harus selaras dengan perkatan ijab qabul baik itu
secara ucapan maupaun tulisan.

Berdasarkan praktik yang dilakukan di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu kesepakatan yang
dilakukan antara KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram dengan nasabah setelah nasabah resmi menjadi anggota
dan melengkapi keperluan administrasi seperti fotocopy KTP,
KK selanjutnya mengecek kembali persyaratan-persyaratannya
kemudian barulah dilakukan penyerahan dana oleh KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yang sebagai pemberi
kuasa kepada nasabah yang sebagai penerima kauasa untuk
membeli barang yang dibutuhkan sekaligus pernyataan ijab gabul
antara pihak KSPPS BMT Gumarang Akabr Syariah Kota

Mataram dengan nasabah yang kesemuannya itu dituangkan

% Fithriana Syarqawie, Fikih Muamalah..., hlm. 23.
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dalam surat penandatanganan akad murabahah dan akad
wakalah. Tjab qabul yang dituangkan dalam surat akad
murabahah dan akad wakalah merupakan kesepakatan yang sah
dan memiliki kekuatan hukum antara KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram dengan nasabah.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengemukakan
bahwa ijab qabul yang dipraktikan di KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram telah sesuai dengan rukun dan
syarat konsep akad wakalah dalam syariat Islam.

Berdasarkan analisis penerapan akad wakalah dalam akad
murabahah, analisis faktor pendorong penerapan akad wakalah dalam
akad murabahah dan analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap
penerapan akad wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, peneliti mengemukakan
bahwa:

1. Penerapan akad wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram didasari dalam Al-Qur’an
surat An-Nissa’ ayat 29 dan 35 yang dimana dalam penerapannya
tidak terlepas dari ke 6 prinsip dasar akad dan terdapat banyak
kelebihan dibanding kekurangannya.

2. Selain itu penerapan akad wakalah dalam akad murabahah di
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram disebabkan
karena adanya permintaan yang sangat tinggi dari nasabah sendiri
dan adanya kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan.
Oleh karenanya, penerapan akad murabahah disertai akad wakalah
lebih diminati dari pada penerapan akad murabahah tanpa akad

wakalah karena yang dibutuhkan nasabah adalah uang.
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3. Dari segi tinjauan hukum ekonomi syariahnya, penerapan akad
wakalah dalam akad murabahah masih banyak yang belum sesuai
dengan syariat Islam, hal ini sangat disayangkan karena sebagai

koperasi syariah tentunya harus sesuai dengan syariat Islam.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian pada Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah Terhadap Penerapan Akad wakalah dalam Akad murabahah di
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syaraih Kota Mataram dapat ditarik
kesimpulan:

1. Penerapan pembiayaan akad wakalah dalam akad murabahah di

KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
Penerapan pembiayaan akad wakalah dalam akad
murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram dilakukan dua cara yaitu yang pertama, pembiayaan akad
wakalah dalam akad murabahah dan yang kedua, pembiayaan akad
murabahah tidak disertai akad wakalah. Pembiayaan akad wakalah
dalam akad murabahah dilakukan dengan mengikuti semua prosedur
yang telah ditetapkan oleh pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram diantaranya nasabah menyetor terlebih
dahulu simpanan pokok dan simpanan wajib, menyebutkan
spesifikasi barang yang ingin di beli, melengkapi keperluan
administrasi dan kemudian pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram menyerahkan dana kepada nasabah dengan
penandatangan akad wakalah dan akad murabahah. Cara yang
kedua yaitu pembiayaan akad murabahah tidak disertai akad
wakalah, cara yang kedua ini prosedurnya sama seperti pembiayaan
akad wakalah disertai akad murabahah, hanya saja pihak KSPPS
BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yang membeli

barang atas permintaan dari nasabah, namun akad ini sudah tidak



diberlakukan lagi karena berdasarkan pernyataan ketua KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu Bapak Husnul Fahmi
bahwa penerapan akad ini kurang diminati oleh nasabah yang datang
ke koperasi karena nasabah lebih membutuhkan pembiayaan dari
pada barang yang langsung disediakan oleh koperasi.
. Faktor pendorong penerapan akad wakalah dalam akad murabahah
di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

Faktor pendorong penerapan akad wakalah dalam akad
murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram secara garis besar ada dua yaitu adanya permintaan dari
nasabah dan adanya kebutuhan nasabah untuk mendapatkan
pembiayaan. Adanya permintaan dari nasabah dikarenakan pihak
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram memberikan
kebebasan kepada nasabah untuk memilih menggunakan akad
wakalah disertai akad murabah atau menggunakan akad murabahah
saja tanpa disertai akad wakalah. Konsep dari Mabda’ Hurriyah At-
Ta’aqud memberikan kemudahan bahwa akad yang dilakukan antara
pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan
nasabah untuk menghindari adanya segala bentuk paksaan, tekanan
dan penipuan. Kemudian adanya kebutuhan nasabah untuk
mendapatkan pembiayaan dikarenakan pihak KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram memberikan kemudahan
dalam melakukan pembiayaan akad wakalah dalam akad murabahah
karena hanya dengan melakukan kesepakatan antara KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan nasabah setelah
melakukan berbagai prosedur yang ada di koperasi. Konsep Mabda’
Ar-Radha’iyyah memberikan kemudahan bahwa hanya dengan
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melakukan kesepakatan antara pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram dengan nasabah yang dituangkan dalam
penandatangan surat akad wakalah dalam akad murabahah,
mengikuti prosedur yang ada maka nasabah sudah dapat melakukan
pembiayaan akad wakalah dalam murabahah di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram secara sah dan memiliki
kekuatan hukum.
. Dari segi tinjauan hukum ekonomi syariahnya, penerapan akad
wakalah dalam akad murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram

Penerapan akad wakalah dalam akad murabahah di KSPPS
BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram berdasarkan teori
akad murabahah bahwa syarat dan rukun berlakunya akad
murabahah salah satunya yaitu objek yang dijadikan akad antara
pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram,
berdasarkan prosedur penerapannya bahwa pihak KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram tidak menyediakan barang
langsung di koperasi hal ini dikarenakan kurang diminatinya oleh
nasabah. Maka dalam hal ini objek jual beli yang dilakukan bukan
berupa barang melainkan diganti dengan pemberian dana berupa
hasil bukti nota atau kwitansi pembelian barang dari nasabah.
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah pada poin 9 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Pasal 199 sebagaimana yang sudah dijelaskan berdasarkan temuan
awal peneliti bahwa dalam fatwa DSN-MUI dan Komplasi Hukum
Ekonomi Syariah tersebut menyebutkan “barang” bukan

“penyerahan nota atau kwitansi”. Berdasarkan hal tersebut nota atau
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kwitansi tidak sama dengan barang, sehingga praktik yang dilakukan
tidak sesuai. Berbeda halnya dengan praktik yang dilakukan di
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menyamakan
nota atau kwitansi sama dengan barang sehingga praktik yang
dilakukan sesuai berdasarkan praktik yang terjadi di KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram. Nota atau kwitansi yang
hilang atau tidak diserahkan ke pihak koperasi, pihak KSPPS BMT
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram tidak
mempermasalahkannya dikarenakan yang terpenting kesepakatan
akadnya yang sudah dilakukan oleh nasabah dengan koperasi. Maka
dalam hal ini1 berdasarkan teori akad murabahah yang dilakukan di
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram tidak sesuai
dengan konsep akad murabahah dalam syariat Islam dikarenakan
objek yang diperjualbelikan seharunya berupa barang namun diganti
dengan nota atau kwitansi hasil pembelian barang dan berdasarkan
Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
pada poin 9 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 199
bahwa nota/kwitansi tidak sama dengan barang.

Selain itu juga, penerapan akad wakalah dalam akad
murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota
Mataram berdasarkan teori akad wakalah bahwa syarat dan rukun
berlakunya akad wakalah salah satunya yaitu penerima kuasa (al-
Wakil). Berdasarkan praktik yang ada di KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram bahwa penyerahan dana yang diterima
oleh nasabah dari pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah
Kota Mataram sebagai bentuk penerimaan kuasa untuk mewakili

pembelian barang dari pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah
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Kota Mataram. Penerima kuasa dalam hal ini nasabah yang sudah
melakukan kesepakatan dengan pihak KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram tidak melakukan tanggungjawab dan
amanah yang diberikan oleh KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah
Kota Mataram untuk membeli barang atas nama koperasi
sebagaimana dalam teori akad wakalah, Fatwa DSN-MUI No.
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada poin 9 maupun
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 199.
B. Saran
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memberikan saran
sebagai berikut:
1. Untuk Peneliti
Dapat dijadikan sebagai pemahaman dan wawasan peneliti
mengenai penerapan akad wakalah dalam akad murabahah di
KSPPS BMT Gumarang Akabar Syariah Kota Mataram sehingga
dapat dijadikan rencana tindak lanjut bagi peneliti dari segi hukum
ekonomi syariah.
2. Untuk KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
Diharapkan untuk KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah
Kota Mataram harus lebih memerhatikan nilai-nilai syariah
didalamnya baik itu dari pihak koperasi sendiri maupun nasabahnya
karena koperasi ini merupakan sebagai lembaga keuangan syariah
maka harus sesuai dengan syariat Islam selain itu juga akad wakalah
dan akad murabahah yang diberlakukan di KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syariah Kota Mataram harus sesuai dengan konsep akad
murabahah dan konsep akad wakalah karena dalam konsep tersebut

merupakan dasar dari penerapannya akad wakalah dalam akad
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murabahah yang diberlakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar
Syariah Kota Mataram.
. Untuk Masyarakat

Diharapkan untuk tidak hanya menginginkan uang saja yang
diterima dari KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
karena kebutuhan dan tanpa berfikir terlebih dahulu namun harus
memahami dan mengetahui juga akad yang digunakan agar sesuai
dengan syariat Islam semisal nota atau kwitansi hasil pembelian
barang bukan merupakan barang untuk melakukan akad murabahah
karena berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000
tentang Murabahah pada poin 9 dan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah Pasal 199 bahwa nota atau kwitansi tidak sama dengan

barang.
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Lampiran I: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri
Nama
Tempat, Tanggal lahir
Email

Alamat Rumah

Nama Ayat
Nama Ibu
. Riwayat Pendidikan
1. SD/MI, Tahun Lulus
2. SMP/MTS, Tahun Lulus
3. SMA/SMK/MA, Tahun Lulus :

: M. Igra Mauludin

: Cipondoh, 2 Juli 2000

: 180201001.mhs@uinmataram.ac.id
:JL

Bima Sumbawa Desa
Sondosia RT. 007/004, Kec. Bolo
(84161), Kab. Bima, Prov. Nusa

Lintas

Tenggara Barat

: H. M. Ali Yunus, S.H.
: Fat Sri Hardani

: SDN Sondosia, 2012
: SMPN 2 Bolo, 2015

SMAN 1 Bolo, 2018

Mataram, 30 Juli 2022

M. Igra Mauludin
NIM. 180201001
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Lampiran II: Pedoman Observasi
PEDOMAN OBSERVASI

Peneliti sudah melakukan observasi awal dengan ketua koperasi di
KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram JI. Arif Rahman
Hakim, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal
13 Januari 2022. Adapun aspek yang diamati sebagai berikut:
1. Letak Georgrafis KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota

Mataram.

2. Mengamati nasabah yang melakukan pembiayaan.

3. Mengamati ruangan kantor.
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Lampiran III: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada ketua koperasi

Nama

Pekerjaan

Daftar pertanyan wawancara

1.

10.

Bagaimana cara mendapatkan pembiayaan di KSPPS BMT Gumarang
Akbar Syairah ini?
Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah apabila ingin

melakukan pembiayaan?

. Siapa-siapa saja yang bisa melakukan pembiayaan murabahah?

Apakah KSPPS BMT Gumarang Akbar Syairah meminta uang muka

untuk pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah?

. Apakah KSPPS BMT Gumarang Akbar Syairah memberikan diskon

atau potongan harga barang kepada nasabah?

Berapa besar maksimal pembiyaan yang bisa dilakukan?

Apakah KSPPS BMT Gumarang Akbar Syairah menyediakan barang
yang dibutuhkan?

. Apakah berlaku sistem wakalah dalam murabahah, kalau berlaku

bagaimana caranya?

Bagaimana cara penentuan margin keuntungan yang dilakukan
koperasi apakah dengan negosiasi atau sudah ditentukan?

Bagaimana cara pembayaran pembiayaan yang dilakukan oleh

nasabah?
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Wawancara kepada nasabah

Nama

Pekerjaan

Daftar pertanyan wawancara

1.

A

Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang murabahah?

Apa saja jenis-jenis murabahah yang bapak/ibu ketahui?

Apa saja rukun murabahah yang bapak/ibu ketahui?

Apa saja syarat-syarat murabahah yang bapak/ibu ketahui?

Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai unsur-unsur yang harus
dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi?

Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai unsur-unsur yang harus

dipenuhi dalam ijab dan qabul?

. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai unsur-unsur yang harus

dipenuhi dalam Objek Murabahah?

. Mengapa Bapak/Ibu mengajukan pembiayaan murabahah dengan

disertai wakalah?

. Digunakan untuk apa dana tersebut?
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Lampiran I'V: Kartu Konsultasi Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDOMESIA
LNIVERSITAS ISLAM NEGER] (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jin, Gajah WMada Mo, 100 Tip, (0370) 621208-523509 Fax, (0370)
625337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI SKRIPSI
Mama Mohaseea - M lors Mauiudin
MK T BRI
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Lampiran V: Foto Surat Izin Penelitian
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Lampiran VI: Foto Surat Akad Murabahah dan Akad Wakalah
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KOPERASI SLMIPAN FINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

“GUMARANG AKBAR SYARIAH”
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Lampiran VII: Foto Dokumentasi Penelitian
—

Wawancara Ibu Novia Rahmawati
Sekertaris Koperasi

Wawancara Bapak Husnul Fahmi
Ketua Koperasi

Wawancara Ibu Ismi Wawancara Ibu Nurinayah
Nasabah koperasi Nasabah Koperasi

Wawancara Ibu Sumira Wawancara Ibu Jusmarni
Nasabah Koperasi Nasabah Koperasi
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